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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang . @& babwa sebagal pelaksanaan pasal 15 ayat (3
Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala
Perangkat Daerah (PD) menyiapkan rancangan
Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

b. bahwa sebagai pelaksanaan  Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012
setiap PD melaksanakan program yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang
dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan yang
disebut Renstra-PD dan Reviu Renstra-PD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala PD.

©. bahwa berdasarkan perliimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas periu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi




Mengingat

Banyuasin tentang Perubahan Rencana Strategis
{(Renstra) Tahun 2017-2022 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1858 tentang
Pembentukan Daerah TK. |l dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1858 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Megara (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang
Pamerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}

Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).




10.

.

12.

13.

14

13

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Deerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 140,
Tambahan Lembaran MNegara Republlk Indonesia
MNomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pambinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 11).
Peraturan Presiden MNomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Dalam Negar Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD Serta
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2008-2013

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
g Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
Peraturan Daarah Momor 15 Tahun 2020 Pengganti
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017-2022.




MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi
banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

19. Peraturan Bupati Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun
2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2017-2022 Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN TAHUN 2017-2022

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

Perubahan Rensira Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memuat Visi, Misi, Tujuan,
Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan kurun waktu
tahunan yaitu 2017-2022.

Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan
yang fidak terpisahkan.

Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 Badan Pengeloia
Keuangan dan Aset Daerah Tahun menjadi pedoman dalam
menyusun Rencana Kerfa Tahunan BPKAD dan Rencana
Tahunan BPKAD yang disebut Renja BPKAD.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah




melakukan pemantauan terhadap pelaksansan Perubahan
Renstra Tahun 2017-2022 BPKAD Tahun 2017-2022 yang
dituangkan dalam Renja BPKAD,

KEENAM : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mengevaluasi capaian pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun
2017-2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesualunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

Ditetapkan di Sekayu )
Pada tanggal zz januan 2021

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Sl

MIRWAN SUSANTO, SE. MM
PEMBINA TINGKAT |
NIP 19751029 200003 1 002

Tembusan Yth
Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. | Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon : 0714-321138 Faksimile : 0714-322508 Kode Pos : (30711)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 1|4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang . a bahwa uniuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu 5 (lima) tahun periu adanya
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022
Badan Parencanaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
b. bahwa oleh karena itu periu ditetapkan Tim Fenyusun
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 -
2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupater
Musi Banyuasin,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Megara;

2 Undang-Undang Nomer 1 tahun 2004  tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara;

3 Undang-Undang MNomor 15 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Keuangan Negara.

4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Parencanaan Pembangunan Nasional

s Undang-Undang MNomar 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indoenesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomer 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang




Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11

12,

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah
Menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015 - 2019,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor BE Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tats
Cara Evaluasli Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kera Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018
Tertang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi
Banyuasin Nomor B2 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keusngan dan Aset Dasrah Kabupaten Musi Banyuasin,

MEMUTUSKAN

Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daersh Kabupaten Musi
Banyuasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada
Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelcla Keuangan dan
Aset Daerah ini.

Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2017 - 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesalu memiliki fugas




KETIGA

KEEMPAT

sebagai berikut :

Melakukan pemetaan pembagian tugas pada anggota
tim penyusun Perubahan Rencana Stralegis (Renstra)
Tahun 2017 — 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Asel
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

. Mengumpulkan, mengolah data, dan menganalisa data

yang berkaitan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2017 - 2022 Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

Menyusun, mereview dan mencetak dokumen Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;

Melakukan Koordinasi dan Konsultasi intemal dan eksternal
ke Instansi terkail baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan
Pusat dalam penyusunan Perubahan Rencana Sirategis
(Renstra) Tahun 2017 — 2022 Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Mus: Banyuasin,

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sebagaimana dimaksud
Diktium Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapxan.

Ditetapkandi . Sekayu
Padatanggal @ 7 September 2020

KEFALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

F i

i

MIRWAN SUSANTO, SE., MM
Pembina Tingkat |
NIP 19751029 200003 1 002




Lampiran
Nomaor
Tanggal
Tentang

Kepulusan Kepala BPKAD Kabupaten Musi
Banyuasin

7 September 2020

Pembeniukan Tim Penyusun Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 — 2022
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

NO

JABATAN

KET

2

A. | PENASEHAT

3

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah
Kabupaten Musi Bg{'ryy_nsfm_

B. KETUA

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

C. | SEKRETARIS

"Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

D,Lﬁgnnmnnfﬁﬁ
1

2)
3)
4)

Kabid. Anggaran

Kabid. Pengelolaan Aset Daerah
Kabid, Perbendaharaan

Kabid. Akuntansi

E. | ANGGOTA

1)
2)
)]
4)
5)
)
7)
8)
9)

Kasubbag Umum dan Kepegawailan
Kasubbag. Keuangan dan Asat
Kasubbid, Anggaran il

Kasubbid. Anggaran I

Kasubbid. Anggaran |

Kasubbid. Perbendaharaan Il

Kasubbid. Perbendaharaan Il

Kasubbid. Perbendaharaan |

Kasubbid. Akuntansi Pengrimaan Daerah

10) Kasubbid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
| 11) Kasubbid. Akuntansi Pengeluaran Daerah

12) Kasubbid. Pengelolaan Aset |
13) Kasubbid. Pengelolaan Aset Il
14) Kasubbid. Pangelolaan Asel |l
15) Kamiludin, SH. M.Si

16) Dodi lrawan, SE

17) Anwar, SE. M.Si

18) Mardiana
18) Tanti Rohyati, AMd
20) Solihan




Ditetapkan di © Sekayu
Pada tanggal : 7 September 2020

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
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o

MIRWAN SUSANTO, SE., MM
Pembina Tingkat |
NIP 18751028 200003 1 002




KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Reviu-Renstra) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022
disusun sebagai pedoman dan lolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan
penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang
memuat penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih
dengan berpedoman pada Perubshan RPJPD (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah) serta memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan
dapat mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi sahingga visi dan
misi serta prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah akan tercapai, Targel dan
indikator kinerja selama kurun waktu 2017-2022 yang tercantum dalam
Renstra merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran
pada Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, Keberhasilan
pencapaian targel dan sassran Perubahan Renstra ini membutuhkan
komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pegawai Badan Pangelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk itu pegawal
harus mau bekerja keras untuk mewujudkan target kinerja dan sasaran yang
telah ditetapkan.

L T A it B R e Pt B R T

Revitr Rencana Strategls (Rensira) Tahun 7017-2022 I
Bavan Pengolola Mousingan dan Asat Davrah Kabupaton Mus! Banyussin




Dalam Penyusunan Perubahan Renstra ini mungkin terdapat
beberapa kekeliruan, untuk tu kami mengharapkan keitk dan saran dan
pembaca demi perbaikan Perubahan Renstra ini kedepannya.

Demikian Perubahan Rensira Badan Pengelola Keuangan dan Asel
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 disusun sabagai
padoman dalam pelaksanaan tugas pokok, program, kegiatan. Semoga
dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sekayu, Nopember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

—thy”
MIRWAN SUSANTO, SE..M.M

Pembina Tingkat |
NIP 19751029 200003 1 002

#

Paviu Rencana Strategis Tahun 2017-2082
Baian Pengeiola Ketiangan odan Aser Dasrah Kstupaton Mus! Banyussin n
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang teriuang dalam
Pembukaan UUD 1845 adalah * Melindungi Segenap Bangsa
Indonesia, Memajukan HKesejahteraan Umum, Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa dan lkut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang
Berdasarkan Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia . Untuk merealisasikannya diperukan perencanaan
yang terstrukiur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya
melalul pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RFPJMD), Rencana
Strategis (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja (Renja-PD).

Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan
RPJMD, Serta Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perencanaan
strategis merupakan suatu proses yang beronentasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan & (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses inl menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategl, kebijakan dan program serta

indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya
#

Perulahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20172002
Badan Pengeiola Kauangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasn




Penyusunan {Perubahan) Rencana Strategis (Renstra-PD) Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2017-2022 merupakan tindaklanjul dari Terbitnya beberapa Peraturan

Perundang-undangan yang mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin untuk menselaraskan dan merevisi Peraturan Daerah No.

11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin, adapun Peraturan dan

Perundang-undangan tersebut sebagai berkut -

1.

Persturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun
2020-2024 tanggal 7 Januari 2020 dan Permen PPN / Bappenas
Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan
Nasional.

Permendagri Nomor 7 tahun tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD.
Paraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah,

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikesi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perancanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019
tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023,
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Selain terbitnya Peraturan diatas, pada tahun 2020 terjadi Bancana
Global diseluruh Dunia yaitu Wabah Corona Virus (Covid 19), yang
berdampak juga pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Musi Banyuasin, serta Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). sehingga Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu meninjau dan menyempumakan |agl target-target yang
sasuai dengan potensi yang ada, agar RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tanggap
terhadap perubahan lingkungan strategis.

Perubahan Renstra PD Mengacu pada Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Tata cara Persncanaan, Pengendalian dan
gvaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Jangka
Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Jangka Panjang
Daerah dan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kera Pemerintah
Daerah Mengamanatkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan 124, berlaku
mutatis mutadis terhadap penyusunan Perubahan Renstra Peranghkat

Daerah (Renstra PD), bahwa dokumen (Perubahan) Rencana Strategis

(Rensira-PD) merupakan rencana pembangunan 5 (ima) lahunan yang
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disusun oleh setiap Perangkal Daerah sesual dengan tugas dan fungsinya
masing-masing yang dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen
Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam
menyusun (Perubahan) Rencana Strategis harus ada benang merah
dengan Visi, Misi Kabupaten dan Misi Bupati Wakil Bupati terpilih. Oleh
karena itu Rancanga Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2022 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen
kerja dalam lingkungan Pemeriniah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
dan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun
{Perubahan) Renstra-PD.

Dokumen (Perubahan) Renstra Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dengan
dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017-2022 ada keselarasan/keserasian serta saling
baersinergi dan merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan
jangka menengah daerah dan [angka menengah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang salu dengan
yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran
dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapal dalam
dokumen (Perubahan) Renstra Badan Pengeicla Keuangan dan Aset
Daerah harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan
program prioritas yang terdapat dalam Rancangan Awal Perubahan

RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin
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Selanjutnya rancangan dokumen (Perubahan) Renstra Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang
telah disusun ini dijadikan sebagai bahan masukan unituk penyusunan
Rancangan Awal Perubshan RPJMD. (Perubahan) Renstra Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai
dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan MNasional
mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017-2022 dan mempedomani RPJPD Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2005-2025. Selanjutnya (Perubahan] Renstra
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja-PD) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pads
Rencana Karja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan
penganggaran dalam dokumen (Perubahan) Renstra Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-
2022, sebagaimana lelah diatur dalam peraturan perundang-undangan
tarkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan
masyarakal yang langsung maupun fidak langsung akan berimplikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah
dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan
serta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun yang telah tertuang dalam
dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD, akan dijadikan sebagai
pedoman dan akan dituangkan kedalam daftar program prioritas dan
kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan kedalam dokuman

{Perubahan) Renstra.
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Selanjutnya, dalam kailan dengan sistem Keuangan sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003, maka
penjabaran Rensitra (Perubahan) PD setiap tahunnya, akan dijadikan
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Unit kerja.

Dengan tersusunnya dokumen (Perubahan) Renstra Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagl seluruh unit kerja
dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, mitra kerja para pemangku kepentingan
dalam panyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Selanjutnya dokumen ini akan diteriemahkan kedalam
dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang memuat program
dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian larget
sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin

Gambaran tentang hubungan antara Renstra-PD dengan dokumen
persncanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana

ditunjukkan pada gambar - 1.1.
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gambar 1.1.

Hubungan Renstra-PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Peryusunan (Perubahan) Renstra Badan Pengelola

Keuangan dan Ase! Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1.

2

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang MNomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

#
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

18,

17

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah MNomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM]);
Peraturan Pemerintah MNMomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenntan;

Peraturan Pemerintah MNomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Panyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyslenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat,

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Kinera
Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tais

Ruang wilayah Nasional,

#
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019,

Peraturan Pemarintah Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun
2020-2024 tanggal 7 Januari 2020 dan Permen PPN / Bappenas
Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan
MNasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daserah;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor PER/DS/M PAN/S/2007 tanggal 31 Mei 2007
tentang Pedoman Umum Penatapan Indikator Kinerja Utama,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformas
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja instansi Pemenntah;

E
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25,

27.

28,

29

3

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomer 8 Tahun 2018 tentang Reviu
atas Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana
Strategis PD;

Permendagri Nomor 7 tahun tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 90 Tahun 2020 tentang
Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaiur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah,

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeran;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor B61/2811/5J12016 tentang
Tindak lanjul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007
tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019
tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023,
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008
tentang RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Mus! Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2016-2036;
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017

tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022
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1.3

Maksud dan Tujuan

Dokumen {Perubahan) Rencana Stralegis (Rensira-PD) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017-2022 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja
perangkal dasrah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan
visi, misi, strategi dan kebijakan umum serta tahapan program kegiatan
strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

Dokumen (Perubahan) Renstra BPKAD disusun unfuk
menindaklanjuti adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin
dan ditetapkan dengan maksud |
a Sebagal dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan

dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,

b. Sebagai landasan dalam menentukan sasaran, arah kebijakan dan
program serta kegiatan prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam jangka menengah;

¢. Sebagai pedoman datam melakukan penilaian kinerja terhadap uni
kerja dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik,

transparan dan akuntabel,
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1.4

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran seiama 5 (Iima) tahun yang akan datang.

b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,
efisien dan berkelanjutan.

c Sebagal dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam
suatu program kerja.

d. Sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah.

Sebagal dasar untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD

menjadi rancangan Perubahan RPJMD

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan (Perubahan) Rencana Strategis (Renstra-
PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin meliputi -
Bab | . Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan,
Bab Il - Gambaran Pelayanan BPKAD, terdiri dari Tugas, Fungsi,
dan Struktur Organisasi BPKAD, Sumber Daya BFKAD,

Kinerja Pelayanan BPKAD, Tamangan dan PFeluang

Pengembangan Pelayanan BPKAD.
Babll : Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPKAD, yang

#
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berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan BPKAD, Telaahan Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,
Telashan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana
Tala Ruang Wiayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BablV : Tuwjwan dan Sasaran, yang berisi Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah BPKAD.

BabV : Strategi dan Arah Kebijakan

BabVl : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIl : Penutup

Bab Vil

-s
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BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MUBA

.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muba

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dasrah Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah Kabupaten Musi
Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana pemerinian daerah dibidang
pengelola keuangan dan asel daerah sesual dengan kewenangan
pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin, mempunyai tugas :
Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset daerah
sesual dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyal fungsi .
a Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset,
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b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD),
c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang
pengelola keuangan dan aset daerah,
d. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan
asel daerah,
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberkan oleh pimpinan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomar
98 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82
tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagai berikut
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
Membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepeagawaian,
2. Subbagian Keuangan dan Asel.
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Anggaran;
Membawahi
1. Subbidang Anggaran |
2. Subbidang Anggaran |
3. Subbidang Anggaran Il
d. Bidang Perbendaharaan;

Membawahi :
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1. Subbidang Perbendaharaan |
2. Subbidang Perbendaharaan ||
3. Subbidang Perbendaharaan Il
e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Membawahi :
1. Subbidang Pengelolaan Asel |
2. Subbidang Pengelolaan Aset ||
3 Subbidang Pengelolaan Asst |l
f. Bidang Akuntansi
Membawahi :
1. Subbidang Akuntansi Penerimaan Daerah
2 Subbidang Akuntansi Pengeluaran Daerah
3. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UFTB)
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan

sabagai berikut :

e R, § T e T e R Pt e ' R S S— e

Porubahan Rencana Strategis {Renstra) Tahen 20972022 &
mmwdémmmmuumm '




z T
KELOMPOR JABATAM SERRETARIZ
FUMGSIONAL
|
T . J L i
e TRy SUBBAGIAN SUBBAGIAN
DAN KEPEGAWAIMN KEUANGAN DAM PERENCAMAAM. EVALLIAEI
ASET DN PELABORAN
, =T .
BIGANG BI0AKG
BIDARG BIDAMG
ANGGARAN PERBENDAHARAAN PENGELOLAAR ASET AHUHTANSI
l— =) I
SUBBEINANG [
ANGGARAN | et i | SUBBIDANG SN
™ —| PEMGELOLAANASET | | — AKUNTAHS! PENERIALAN
‘ |
|
SUBBIIAHG
AHOGARAN N o 0 ' SUBBIDANG g
) PENGELDLAAN ATETR ‘ PENOELUARAN DAERAH
GLBEENARG —
SUERIDANG SUEBIDANG
ANGOARAN bt SUBLIDANG ...
s PENGELOLAAN AREY B PERT ANGGLAGIAVABAN
| |
UINIT PELAKEANA TEHMIS BADAN
PRy

Untuk menjelaskan tugas dan fungsi sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019
lentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, setiap bidang
dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

mempunyai tugas sebagal berikut .

T S N e S I e ey T S S e T Rl

Porubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 |
Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Dacrah Kebupaten Musi Bamyuasin




1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang
anggaran, perbendaharaan, pengelolaan asel daerah dan akuniansi
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan
dan kepegawaian serta pengeiclaan perencanaan, evaiugs: dan
pelaporan serta mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Fungsi :

« Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangean dan asat serla
perancanaan, evaluasi dan pelaporan.

« Perencanaan operasional kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset

s Pengendalian dan pembinaan administrasi  umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan

s Pengkoordinasian penyusunan program dan |aporan bidang-
bidang.

« Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
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3. Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang Anggaran mempunyal fugas merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mangendalikan,
mengavaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan penyusunan
anggaran.
Fungsi :
« Perencanaan operasional kegiatan anggaran
+ Panyelenggaraan kegiatan anggaran
# Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan
anggaran
« Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh
pimpinan
4. Kepala Bidang Perbendaharaan
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepaia
Badan dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.
Fungsi :
« Perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan
« Penyslenggaraan kegiatan peroendaharaan
« Pengendalian dan pembinaan penyslenggaraan kegiatan
perbendaharaan
s Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan
5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Kepala Bidang Pengelolsan Aset Daerah mempunyal tugas

melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan

#
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penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan

barang millk daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah

Fungsi :

= Perencanaan operasional kegiatan pengelolaan aset.

= Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan aset.

« Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan asset.

+ Pelaksanaan flugas kedinasan lainnya yang diberkan oleh
pimpinan.

6. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi menpunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkaitan

dengan pelaksanaan akuntansi penerimaan daerah, akuntansi

pengeluaran daerah serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Fungsi :

« Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

» Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
pamarintah daarah,

.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu
institusiforganisasi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan
tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetiif sumber daya

manusia yang dimilikinya.
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Pegawal pada unit kerja dalam lingkup koordinasi Badan Pengelola
Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020
berjumiah 71 orang, terdiri dan :

a. Sekretariat memiliki pegawai sebanyak 1B crang, dengan rincian PNS
Laki-aki & orang dan Perempuan 10 orang.

b. Bidang Anggaran memiliki pegawa: sebanyak 14 orang, dengan rincian
PNS Laki-laki 9 orang dan Perempuan 5 orang.

c. Bidang Perbendaharaan memiliki pegawai sebanyak 13 orang, dengan
rincian PNS Laki-laki 8 orang dan Perempuan 5 orang.

d. Bidang Pengelciaan Aset Daerah memiliki pegawal sebanyak 13 crang,
dengan rincian PNS Laki-laki 6 orang dan Perempuan 7 orang.

e Bidang Akuntansi memiliki pegawai sebanyak 13 orang, dengan rincian
PNS Laki-laki 3 orang dan perempuan 10 orang.

Secara ringkas sebaran pegawai pada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilinat dalam tabel-
tabel berikut ini :

TABEL
DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER BIDANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN




TABEL
DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PERGOLONGAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NMUSI BANYUASIN

TABEL
DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN LAKI-LAKI { PEREMPUAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUS| BANYUASIN

Sekretaral - - 2 - 5 g - 18

Bidang Anggaran - - 1 - - i 8 . 14

Bidang Perbendaharaan - - 2 - - 1 10 - 13

Bidang Pengelolaan Aset | - = . 3 5 8 . 13

Daarah

Bidang Akuntansi - - 1 - - 4 B - 13

JUMLAH - - 6 2 - 19| &4 | - ik

PERSENTASE - - 84 [ 28| - | 287 | 621 | - 100
TABEL

DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PEREMPUAN - - 4

=~}
BiRS
4

NER
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TABEL
DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

8
Bidang Anggaran g 5 14
Bidang Perbendaharaan B 5 13
Bidang Pengelolaan Aset Daerah 8 | 7 13
Bidang Akuntansi 3 | 10 13
JUMLAH 34 | i T
PERSENTASE | 479 52,1 100 ]

Dengan komposisi sumber daya aparatur sebagaimana terlihat
pada Tabel 2.2 diatas, dimana aparatur pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah berpendidikan S-2 sebanyak 44 orang (62,1%),
berpendidikan S-1 sebanyak 19 crang (28,7%), berpendidikan  D-llI
sebanyak 2 orang (2,8%), berpendidikan setingkat SLTA sebanyak 6 orang
(B,4%), berpendidikan SLTP sebanyak 0 orang (0%).

Maka dari sis| dukungan sumber daya aparatur sesungguhnya merupakan
salah satu modal dasar untuk pencapaian target kinerja pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
Sarana dan prasarana kantor merupakan faktor penting dalam
mendukung dan penunjang capaian target kinerja setiap bidang yang ada
dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daarah Sampai
dengan Tahun 2020 seluruh sarana dan prasarana yang tersebar pada unit
kerja lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah

sabagai berikut |

#
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1. Sekretariat, terdiri dari :
b. Kendaraan Roda 4, sebanyak 9 unit
c. Kendaraan Roda 2, sebanyak 15 unit
= d. Komputer, sebanyak 17 unit
e. Laptop, sebanyak 14 unit
f. Printer, sebanyak 11 unit
= 2. Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Kendaraan Roda 4. sebanyak 1 unil
b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 1 unit
- c. Komputer, sebanyak 8 unit
d. Laptop, sebanyak 15 unit
e. Printer, sebanyak 18 unit
= 3, Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit
b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 5 unit
¢. Komputer, sebanyak 17 unit
d. Laptop, sebanyak 10 unit
e. Printer, sebanyak 16 unit
4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
a Kendaraan Roda 4, sebaryak 1 unit
b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit
. c. Komputer, sebanyak 18 unit
d. Laptop, sebanyak 8 unit

e. Printer, sebanyak 13 unit
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5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
a, Kendaraan Roda 4, sebanyak 1 unit
b. Kendaraan Roda 2, sebanyak 3 unit
c. Komputer, sebanyak 15 unit
d. Laptop, sebanyak 9 unit

& Printer, sebanyak 12 unit

Secara ringkas sebaran sarana dan prasarana kantor pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL

DAFTAR BARANA DAN PRASARANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAM DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSH BANYUASIN

Sekretariat ) 15 17 14 11 o6&
Bsdang Anpgaran i i B 15 18 41
Paeniahiisen ‘ 6 W L "

Bidang Pengelalaan .

Asat U'H'I:I_I'l 1 E| 18 a8 13 a3
Bidang Akumntans 1 k| 15 & 12 40
JUMLAH 13 o s 5@ 68 23

.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Secara ringkas Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tingkal pencapaian
kinerja pada periode tahun 2012 sampal dengan tabun 2016, dan uniuk lebih

jelasnya dapat dilihat dalam Tabel T-C 23 dibawah ini :

o e e N T T T i e o T e

Strategis Tatwm 2017 -J023
Badan Fengeioia Keusmsgan dan Asel Deerab Kabiupaten Musi Banyuasi

Pevibahan Rencana




upsenduFg [Ny usprdnaey (rise] ey uep uebuenay HoElag uepea
EEOT- L10F unje ) (oS siBageirg ruriusy seyegLng

w00 | woor | wooi | mook | weob | wos | woe | wos | wos | wes i S ey
w00k | woor | ®O0L | %iETe | %00 w00l | wobl | W00l | 900l | G008 jareas Lrbuengy
- iiLrII._u.ﬁqm
wda) | meday | wda) | gedey wda

il | wou | owen | ween | ey | M mdul | jedel | edaL | R :ll:l_i___._-__

o | b0 | G0 | W ) e | @ | 6| & | & | W |8 .
gior | gior | wioE | EME we | ewoe | sior | w0z | EMZ | ZOE | whuow | | ol | ey miung
. L, | wlmy | phiny | vep seny jemess
| unige | eped Ledien EEY @i LNUE L EE0ET) IERSIES <y umye | yeieer Eifeesey Eisusy ulie Elainy IR

usenfueg gy sagednaey




Dari {abel diatas ada beberapa Indikator kinerja pelayanan yang tingkat

pencapaiannya mengalami penurunan kinefja yaitu .

1. Indikator Tingkat Ketepatan Wakiu Penetapan APBD
Pencapaian Indikator Tingkat ketetapan wakiu penetapan Parda
APBD selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 tingkat rata-
rata tidak tepat. Karena adanya keterlambatan dalam penyusunan
penetapan APBD. Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri
tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Dalam proses penyusunan APBD Kab. Muba, Proses Penyusunan
KUA-PPAS disampaikan cleh Bappeda ke DPRD Kab. Muba, sampai
dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati tentang Rancangan
APED, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Musi Banyuasin ke DPRD
Kab. Muba, Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin,
Raperda APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD, kemudian
Pembahasan SKPD dengan Badan Anggaran, Persetujuan Bersama
Kepala Daersh dan DPRD tentang Rancangan APBD, dan
dikeluarkanya Keputusan Gubermur Sumatera tentang Hasll Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang
APBD. dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Penjabaran APBD, di lanjutkan Rapat Pembahasan Antara Badan

Anggaran dengan TAPD dan Penandatanganan Penyempurnaan

RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Penyampaian Penyempurnaan
Atas Hasil Evaluasi RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin ke Gubernur

Sumatera Selatan melalui H.EEEIH BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Porubatisn Rencana Strategis (Rensira) Tabun 20772022 -
Badan Pengelols Keuangan dan Asst Dasrah Kabupaten Musi Banyuasm 5




dan terakhir Penerbitan DPA Keterlambatan Penetapan Perda APBD
diakibatkan oleh keteriambatan dalam Penyusunan KUA-PPAS yvang
bukan merupakan tanggung jawab kegiatan ini. Indikator kinerja ini
didukung oleh beberapa kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga,
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan
Rancangan Peraluran KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD,
Asistensi Verifikasi RKA dan DPA SKPD, Publikasi APED,
Pengelolaan e-Budgeting.

Dan untuk Indikator kinena pelayanan yang ftingkal pencapaannya

mengalami keberhasilan kinana yaitu |
1. Indikator SKPD Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP

Pencapaian Indikator SKPD Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP
sebesar 100% pada beberapa tahun terakhir ini merupakan merupakan
konsolidasi dari 55 OPD, dan semua OPD telah menyampaikan laporan
benar dan tepat wakiu (PP Nomeor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintan) dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomaor 41
Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Musi Banyuasin dan
didukung oleh kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. dan pada tahun 2013 Pencapaian Indikator Persentase laporan

OPD benar dan tepat waktu mengalami penurunan pencapaian sebesar
92 31% itu diakibatkan dari 52 OPD yang ada di Kabupaten Musi
banyuasin baru 48 OPD menyampaikan Laporan benar dan tepat wakiu.
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dalam Persentase laporan OPD benar dan tepat wakiu ini didukung oleh
kegiatan:

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

= Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

+ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

» Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan
manajemen Daerah (Simda Keuangan)

« Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APED

« Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

« Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kab. Muba.

« Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual

» Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman
Akuntansi Keuangan Daerah

» Sosiglisasi Regulasi temtang Pedoman Akuntansi Keuangan
Daerah

« Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

« Monitoring dan Pemutahiran Data Keuangan Perangkat Daerah

indikator SKPD Pencatatan Aseinya Tertib

Pencapaian Indikator SKPD Pencatatan Asetnya Tertib sebesar 100%

dari tahun 2012 sampal dengan tahun 2016, dan 55 SKPD yang ada

semua telah menyelesaikan input data Simda BMD, perhitungan

akumulasi penyusutan dan menyampaikan laporan aset sesuai dengan

#
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin. Tahun 2014 inventarisasi aset tetap yang di Reklasifikasi Aset
Lain-lsin sudah terekap 100%
indikator capaian kinerfa ini  dukung oleh kegiatan Pengembangan,
Pemeliharaan dan Instalasi Program Aplikasi Barang Milik Daerah,
Peningkatan Kapasitas Pengelola BMD/UPD, Penyusunan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Barang inventaris Pemerintah Kabupalen
Musi Banyuasin, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah,
Penghapusan Aset, Pemindahtanganan Aset Kab, Muba, Penyusunan
Laparan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab.
Muba, Penghapusan BMD, Pemindahtanganan BMD, Penilaian dan
Pemanfaatan BMD, Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan BMD,
Pengamanan dan Pengendaiian BMD.
Secara ringkas Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai anggaran dan realisas
pendanaan untuk lebih jelasnya dapal dilinat dalam Tabel. T-C. 24 dibawah
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Dari labal di atas dapat dielaskan rasio pencapaian realisasl terhadap

anggaran BPKAD Kab. Muba dalam kurur waktu 5 tahun dan 2012 s/id 2016

sesuai Tugas dan Pungsinya BPKAD di dukung 8 Program dengan dengan

Rasio pencapaian lerhadap Anggaran perprogram sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu
5 fahun dan tahun 2012 s/d 2016 terealisasi capaiannya rata-rata 80%
s/d 80%, dan dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya Program ini
terdin dari 15 kegiatan pada tahun 2012, dan berkurang menjadi 12
kegiatan pada tahun 2014,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program ini capalan rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu
5 tahun dari tahun 2012 s/d 2016 yang capaiannya baik dengan
persentase rata-rata diatas 90% pada tahun 2014 dan tahun 2018, dan
pada {ahun 2012 dan tahun 2013 dapat dikatakan kurang balk dengan
persentase rata-rata diatas 77%, dan pada tahun 2015 rasio capaian
realisasi terhadap anggaran cukup buruk dngan capaian 41% Ini
diakibatkan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan efisiensi Anggaran
dan ada kegiatan pengadaan mebeleur kantor yang pelaksanaan
ielangnya tidak dilaksanakan karena Proses lelang yang lidak sesuai
dengan Spesifikasi Barang dalam pelaksanaannya maka pengadaan
barang tersebut dibatalkan oleh Penguna Anggaran, 11 Kegiatan pada

Awal tahun dan berkurang menjadi 5 kegiatan sampal dengan tahun 2016,
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3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu
3 tahun awal dari tahun 2012 s/d 2014 terealisasi capaiannya rata-rata
diatas 90%, dan dapal dikalakan balk, pada tahun 2015 Program ini tidak
dianggarkan karena adanya efisiensi anggaran. dan pada tahun 2016
rasio realisasi capaiannya terhadap Anggaran sebesar 40%, ini
disebabkan dalam pelaksanaannya Program ini hanya terlaksana 1
Kegiatan dari 2 kegiatan yang ada itupun dilakukan karena adanya
efisiensi terhadapap Angaran Pemerintah daerah yang berimbas kepada
Anggran Perangkal Darah yang telah dianggarkan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu
5 tahun dari tahun 2012 sid 2016 secara Persentase mengalami
Penurunan dan bisa di katakana kurang Balk hanya pada tahun 2014
Program ini capaian rasionya mencapai B4%, dan seiebihnya di bawah
B0% ini disebabkan karena Padatnya kegiatan dan beban kerja ASN pada
BPKAD sehingga tidak bisa Melaksanakan Program ini serta adanya
Aturan Pemerintah Pusal tentang Rapat, Pendidikan dan Pelatihan ASN
ke luar Daerah.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu
§ tahun dari tahun 2012 s/d 2016 secara Persentase Cukup Baik dengan

rata-rata capaian diatas 80%, hanya pada tahun 2015 Program ini capaian
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rasionya mencapal 50%, dan ini disebabkan karena adanya efisiens
anggaran pada tahun tersabut.

6. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini baru dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan tahun
2016 dan capaian dari program ini pada tahun 2013 s/d 2014 diatas 60%
atau kurang baik dan inl disebakan kurang optimal dalam penganggaran
kegiatan, sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah
50%, dan pada tahun 2015 dan 2016 capaian dari Program ini ada
Peningkatan signifikan dengan rata-rata rasio capaiannya mencapai
diatas B5% dan dapal dikatakan Baik.

7. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Dari Program ini secara data dapat terlihat pencapaian largeinya karena
dilaksanakan pada tahun 2013 samapai dengan tahun 2016 dan capaian
dari program ini pada tahun 2013 s/d 2016 rata-rata rasio capaiannya
mencapal 60% atau kurang baik, dan untuk penjelasan secara nnci
mengenai permasalahannya BPKAD fidak bisa menjelaskan karana
Program inl sudah Masuk ke Perangkat Daerah yang bersangkutan yaitu
Badan Pengelola Pendapatan dan Restribusi Daerah (BFPRD)

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program ini capaian rasio realisasi terhadap anggaran dalam kurun waktu

5 tahun dari tahun 2012 s/d 20186 secara Persentase cukup Baik dengan

rata-rata capaian diatas 80%. Hal inl didukung oleh kecermatan dalam

penganggaran per kegiatan dan ada juga beberapa kegiatan pada Tahun

#
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. 2014 dan 2015 yang tidak tercapai hal lersebul dikarenakan adanya

efisiensi Anggaran

I.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
tentunya tidak terlepas dar berbagai Permasalahan yang di hadapi baik
Internal maupun Eksternal, akan tetapi Permaslahan-permasalahan yang
di hadapi tersebut harus di pandang sebagai suatu tantangan dan peluang
dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Pelayanan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tantangan yang paling nyata di hadapi kedepan lerkait dengan
= Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dinamika Pembangunan
Daerah yang bergerak cepat sebagal akibat adanya perkembangan Global
di barbagal sektor kehidupan masyarakat yang lidak dapat di hadapi seiring
dengan perkembangan Global tersebut, dan telah di antisipasi dengan
berbagal Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemenntah Pusat dan
Pemerintah Provinsi yang pastinya berimplikasi terhadap kebijakan yang
terus di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hal ini
dilakukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan
berbagai Program kegiatan yang dilaksankan
Analisa terhadap permasiahan Internal maupun Eksternal dengan
menggunakan Metode SWOT Analisis, yang memetakan Lingkungan

Internal meliputi  Strongth (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan),
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sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan

Thrath (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi Lingkungan ekstermnal

dan internal antara lain sebagai berikut :

Lingkungan (Internal)

Kekuatan, .

#* Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas secara hirarkis sesuai
dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016

# Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kerja yang memadal.

# Adanya Peraturan dan HKebijakan sebagal landasan hukum
Pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Pengelola Barang Milik
Daerah.

# Komitmen Pimpinan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sasuai peraturan perundang-undangan yang beriaku

# Integritas dan loyalitas pegawai BPKAD yang kuat untuk melaksanakan
tugas dan fungsi yang diembannya

» Tersedianya anggaran yang memadai

# Adanya Aplikasi Simda Keuangan sebagai alat bantu administrasi
Penerbitan SP2D yang terintegritas secara online dengan Bank Sumsel
Babel Cabang Sekayu sebagai Pemegang Kas Pemkab. Musi
Banyuasin.

# Adanya Aplikasi SIMDA BMD sebagal alat bantu administrasi
pengelolaan BMD yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan

# Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Server Onhne Aplhkas)

Simda Keuangan ke PD/Kecamatan
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Kelemahan,

# Belum mencukupinya sarana dan prasarana penunjang sebagai akibat
dari Perkembangan Teknologi.

# Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah

* Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran
berjalan tidak dibarengi dengan pelunjuk pelaksanaan yang |elas
sehingpga menyulitkan dalam pemahaman dan implementas

* Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Daerah/Kecamatan dalam
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

# Belum semua aplikasi Simda Keuangan terkoneksi secara onfine
dengan PD terutama untuk PD Kecamatan

* Belum terlaksananya Sister dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan
BMD secara Optimal,

Lingkungan (Eksternal)

Peluang,

# Dukungan dan komitmen pimpinan daeran dalam upaya peningkatan
pengelolaan keuangan daerah

» Adanya reguiasi yang mendukung lugas Badan Pengeicla Keuangan
dan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme

# Adanya konsultanfembags lain yang bersedia bekerjasama dalam
pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah,

# Kemajuan teknologl informasi yang dapat membantu penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan

#
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% Adanya beberapa peraturan pangelolaan keuangan daerah yang dapat
memfasilitasi Parangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Mus| Banyuasin terkail perencanaan anggaran

#* Pemanfaatan BMD dalam meningkatkan PAD
Tantangan,

» Adanya tuntutan dari dari Masyarakat/stakeholder untuk peningkatan
pelayanan yang lebih optimal.

# Mempertahankan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTF) dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah

# Tunitutan pengelolaan keuangan daersh yang transparan dan
akuntabel

# Rentannya aplikasi Simda Keuangan untuk diretas oleh pihak luar

* Likuiditas dana yang hampir sepenuhnya tergantung pada Dana Bagi
Hasil Pemerintah Pusat

#* Ketidakpatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan batas wakiu
pengajuan SP2D khususnya pada akhir tahun anggaran dan laporan
keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan tidak tepat wakiu,

# Cepatnya perubahan peraturan dari pemerintah yang berkenan dengan

Keuangan dan pengelola BMD

e R T T P S [

Porubahan Rencana Strategis (Renstra) Tatun 20172022 P
Badan Pengelols Keusngan don Axet Desrah Kabupaien Musi Banyuasin




.1

BAB lli

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dibentuk
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Momor 98 Tahun
2019, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016
tentang Susunan Organigasi Uralan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas
Yaitu :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset,

b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

o, Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang
pengelola keuangan dan aset daerah,

d. Pengkoordinasian pengeioia keuangan dan aset daerah;

e. Pembinaan dan palaksanaan tugas dibigang pengelola keuangan dan
aset daerah,

f Pelaksanaan tugas kednasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelcla
Keuangan dan Asel Daerah, BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih
mempunyai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

#
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Berkut inl berbagal permasalahan yang masih di temul dalam
menjalankan tugas dan funsinya BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai
lembaga leknisi Daerah yang menjalankan Pengeicla Keuangan dan Asel
Daerah Kabupaten Mus| Banyuasin anatara lain :

1. Perubahan Regulasi yang berubah dangan dinamis dan cepat,

2. Optimalisasi koordinasi Pangelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Kacepatan dan ketepatan layanan Perbendaharaan dan Pengelolaan
Kas Daerah,

4 Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulal
dan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban,

5. Kurangnya Sosialisasi/Dikiat atas regulasi yang baru kepada Pengeioia
Keuangan dan Aset Daerah;

& Penyerapan Anggaran Belanja Daersh belum Optimal dan tdak
konsisten dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan,

7. Belum Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daeran;

.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
telah terpiih pada proses Pilkada tanggal 15 Februan 2017 lalu dan telah
dilantik oleh Gubemur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negen
tertanggal 22 Mei 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah terpiih wajib menyusun Rancangan RPJMD uniuk
periode 5 (lima) tahun ke depan, dan rancangan Perubahan RPJMD yang
disesuaikan dengan Dinamika Daerah yang dinamis, yang disusun

memperhaltikan visi dan misi Kepala Daarah dan Wakil Kepala Daerah terpilin

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017-
2022 adalah “"MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022 yailu terwujudnya
kondisi masyarakal yang sejahtera melaiul terciptanya pemerintahan yang
bersih, peningkatan perskonomian rakyat, peningkatan pembangunan
infrastrukiur yang merala, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan

peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Dengan Misi yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalul Peningkatan
Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberkan Pelayanan Kepada
Masyarakat

2. Memacu Pembangunan Infrastrukiur Secara Masif

3. Meaningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan
Penangguiangan Kemiskinan

4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehalan yang Berkualitas
serla Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompeditif

5 Menciptakan Generasi Muda Mus| Banyuasin yang Religus, Berpresiasi

sarta Anti Narkoba
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6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab
dengan Memperhatikan Aspek Kelestaran Lingkungan (green growih
governance)

7. Memberdayakan Persmpuan dan Melindungl Anak serta Penyandang

Disabiltas.

Dari 7 (tujun) Misi | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilin
Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022, misi yang berkailan secara langsung
dengan tugas dan fungsl Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin yakni misi ke-1 (satu) yaitu : “Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi

Yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat”.

Misi ini bermakna pemerintahan sebagal salah satu pelaku
pembangunan memiliki peranan sangat ulama dalam mendukung pencapaian
kemajuan dan pemerataan pembangunan dan kemandinan yang dicita-citakan
masyarakat di Musi Banyuasin. Dengan sentrainya posisi pemerintahan ini,
maka penciptaan pemenntahan yang adil, jujur serta bersin termasuk dan

praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepolisme menjadi suatu keharusan.

Komitmen seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, mandir, dan sejahtera harus direfleksikan dalam
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbaik serta tegaknya kepastian
hukum dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan. Tata kelola
pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif

dalam mewujudkan visi MUBA lima tahun mendatang.

#
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Tujuan dar Misi 1 (satu) adalah "Mewujudkan Musi Banyuasin

Bersih dan Melayani”. Pencapaian secara bertahap dan tujuan nl di dukung

clen sasaran tahunan, sasaran yang berkailan langsung dengan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah “Meningkatnya akuntabilitas

Kinerja dan Keuangan Daerah"

.3

1.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesual dengan Peraturan Menter Dalam Neger No. 54 Tahun 2015 tentang
Rencana Stralegis Kementerian Dalam Neger Tahun 20152018 Visi
Kementarian Dalam Negeri adalah “ Kementerian Dalam Negeri Mampu
Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga

Integrasi Bangsa *

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka

ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

1.

Memantapkan ideclogi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat
pengamalan lernadap Pancasiia, UUD 18435, kebhinekaan, menegakkan
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta meambangun karakier
bangsa dan stabilitas dalam neger,

Mewujudkan efeklivilas penyelenggarsan lugas-tugas pemenntahan
umum melalui harmonisasi  hubungan pusat-daerah, menciptakan
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ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan
administras kependudukan.

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan sera didukung pengelolaan anggaran dan Keuangan yang
akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar
wilayah dan daerah melalui pembangunan darl pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa serla perbatasan.

Mewujudkan tata kelola pemenntahan yang baik, bersih, dan efektif
dengan didukung aparatur yang berkompelen dan pengawasan yang
efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan tujuan yang ingin

dicapai Kementerian Dalam Neger Tahun 2015-2019 sebagal berikut :

1

Kokohnya persatuan dan kesatuan serts karakler bangsa meialui
pengamalan nilai-nilai pancasia, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai
tatanan dan periaku hidup berbangsa dan bemegara

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan

dan pembangunan di daerah.

. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan

pembangunan desa.
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5, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencalatan
sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

B. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemenntah dalam negen.

Untuk mendukung tupan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang
akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program
pembangunan Kementerian Dalam Negen 2017-2022, yaitu.

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapal dalam “Kokohnya Persatuan dan
Kesaluan Serta Karakter Bangsa Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila,
UUD 1945, dan Kebohinekaan sebagal tatanan dan perilaku hidup berbangsa
dan bemegara” adalah:

a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
b, Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan
demokrasi yang berkualitas.

2 Sasaran sitrategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan Kualitas
Penysienggaraan Urusan dan Tata Kelola Pemerintahan dan Fembangunan
di Daerah" adalah:

a  Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakal dan mendorong pertumbuhan  dan
pembangunan daerah;

b. Meningkatnya kualtas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daarah;
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¢. Menguainya peran Gubemur sebagal Waki Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintah di daerah,

3. Sasaran Strategis yang Ingin dicapai dalam ‘“Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah® adalah meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien,
akuntabel dan kompetitif

4. Sasaran Strategis yang ngin dicapai dalam "Optimalisasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakal
dan Mendorong Percepatan Pembangunan Desa” adalah meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
pelayanan masyarakat

5 Sasaran Stategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan Kualitag
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dengan
Dukungan Database Yang Akural dan Terpercaya” adalah:

a, Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagal dasar
penerbitan dokumen kependudukan;

b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bag
pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

6. Sasaran Strategis yang ingin dicapal dalam ‘Peningkatan Tata Keicla dan
Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri® adalah:

a. Meningkatnya efektivitas dan produklivitas kera Kementerian Dalam
Negen,
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b. Meningkalnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang
pemenntahan dalam neger,

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam
Negeri,

d. Meningkatnya kinera dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kemendagyi :

Tujuan Sasaran Strategis

1. Kokohnya persatuan dan |1 Terpeliharanya persatuan dan
kesatuan serta karakter bangsa kesatuan bangsa,
melalul pengamalan nilai-nilai
pancasila, UUD 1945 dan |2 Temeliharanya stabiitas politik
kebhinekaan sebagal tatanan | dalam negerl dalam rangka
dan perilaku hidup berbangsa mewujudkan demokrasi yang
dan bemegara. berkualitas.

| = ==

Z  Peningkatan kualitas |3, Meningkainya kualitas
penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan otonomi daerah
tata kelola pemeriniahan dan untuk mencapai kesejahteraan

pembangunan di daerah. masyarakal dan mendorong
pertumbuhan dan pembangunan
daerah;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan

publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah,

5. Menguatnya peran Gubemur
sebagal Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi
pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemernintah di
daerah,

3. Peningkatan kualitas | 6. Meningkatnya h;u@itas
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pengelolaan keuangan | pengelolaan keuangan daerah

pamaeriniah daerah. yang parisipatif, transparan,
efektif, efisien, akuntabel dan
kompetitif

4. Optimalisasi penyelenggaraan | V. Meningkatnya  kualitas dan
pemerintahan desa dalam akuntabilitas  penyelenggaraan
memberikan pelayanan prima pemerintahan  desa  dalam
kepada masyarakat dan pelayanan masyarakat.
mendarong percepatan
pembangunan desa.

5 Peningkatan kualtas pelayanan | B Meningkatnya kualitas database
administrasi kependudukan dan kependudukan nasional sebagai
pencatatan sipil, dengan dasar penerbitan  dokumen
dukungan database yang akural kependudukan,

el 9. Meningkatnya  pendayagunaan
database kependudukan
nasional bagl pelayanan pubhk
dan kepentingan pembangunan
nasional

6. Peningkatan tata kelola dan [10. Meningkatnya efekbvitas dan
kelembagaan pemerntah dalam produktivitas kerja Kementerian
neger. Dalam Negen

11. Meningkatnya kapastas dan

profesionalisme aparatur bidang

pemernntahan dalam nagen.

12. Meningkatnya akuntabilitas

pengelclaan keuangan

Kementerian Dalam Negeri,

13. Meningkatnya kinerja dalam

mendukung Reformasi Birokrasi,
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2. Telaahan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

a. Visi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomeor 32 Tahun 2004 pasal 150
ayal (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran
dari visl, misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya
berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatkan RPJM

Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Kepala Daerah lima tahunan kedepan yaitu : “Sumatera Selatan
Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional™
Berdasarkan rumusan diatas maka visi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah @ "Terwujudnya
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang
Mendukung Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya
Saing Internasional®.
b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah digambarkan diatas, maka ditetapkan
misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan sebagal berikut .

1. Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset

daerah.

2  Menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset

daerah.

#
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Berdasarkan visi dan misi diatas, maka tujuan pembangunan

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam lima tahun

kedepan adalah :

Tujuan 1.1, . Menciplakan pengelolaan keuangan dan asel
daerah yang baik dan profesional.

Sasaran 1.1.1 : Tercapainya tertib administrasi pengeloiaan
keuangan dan aset daerah

Tujuan 1.2. . Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelola
Keuangan dan Asel Daerah

Sasaran 112 - Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab/
Kota yang baik

Sasaran 1.2.1. : Terpenuhinys fasilitas kerja aparatur Badan
Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Renstra Kementeran Dalam Neger diatas tujuan
dan sasaran yang sejalan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asel
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah |
Tujuan © Peningkatan  kualitas  pengelolsan  keuangan

pemerintah daerah dengan sasaran strategis.
Sasaran Meningkainys kualitas pengelolaan keuangan daerah
yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel

dan kompettil.
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Sedangkan berdasarkan Renslra Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tujuan sasaran yang sejalan
dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin adalah

Tujuan 1.1. : Menciptakan pengelclaan keuangan dan aset
daerah yang baik dan profesional

Sasaran1.1.1 : Tercapainya tertib administasi pengelolaan
keuangan dan asat daerah

Sasaran 1.1.2. : Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab/Kota
yang baik

Tujuan 1.2. ' Meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelola
Keuangan dan Asat Daerah

Sasaran 1.21. : Terpenuhinya fasilitas kerja aparatur Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

Kebljakan Nasional Penataan ruang tertuang dalam undang-undang
nomor 26 tahun 2017 tentang Penataan ruang, kebijakan tersebut di tujukan
untuk mewujudkan kuaitas tala ruang Masional yang semakin baik,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun
2017 tantang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-
2036, Penataan ruang Kabupaten adalah bertujuan mewujudkan pertumbuhan
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Kabupalen yang maju berbasis seklor-sekior ekonomi tangguh, berdaya sang,
melalui pengembangan sektor-sekior Pertambangan, Pertanian dan
Perkebunan didukung oleh keterpaduan Sistem sarana dan prasarana wilayah
yang berwawasan lingkungan,

Berdasarkan perimbangan-pertimbangan Isu Strategl, Karaktenstik
wilayah dan dasar-dasar periuasan kebljakan penataan ruang Kabupaten,

maka Rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin meliputi

1. Peningkatan, Pengelolzan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan
Partambangan yang berwawasan Lingkungan,

2  Pengembangan Sekior ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro
sesual keunggulan kawasan yang bemilai ekonomi tinggi di kelola secara
berhasil guna dan terpadu,;

3, Peningkatan Produktivitas wilayah melalul identfikasi lahan dan
modernisasi pertanian,

4 Pengembangan system perkotaan yang efisien, efekiif, rasional sera
terintegrasi.

5 Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas;

6 Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan
lindung, kawasan yang memberikan periindyngan terhadap bawahnya,
kawasan perindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan
bencana dan kawasan bndung lainnya;

Dengan diterbitkannya Perda nomor 8 tahun 2016 tentang RT/RW

Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016-2035 maka awal pelayanan Badan

#
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Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin di
dalam Renstra (Perubahan) tahun 2017-2022 harus sesual dengan arah
pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RT/RW tersebut dan
Payung Hukum Struktur pola ruang dan pemamfaatan ruang semakin jelas,
khususnya pencatatan Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
khusunya Aset Tanah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki lugas
Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Anggaran,
Perbendaharaan, Pengelolaan Aset Daerah dan Akuntansi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan,

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana diatas Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi
sabagai berikut
1. Perumusan kebijakan teknis pengelola keuangan dan aset.

2. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Penyelenggaraan kegiatan leknis operasional dan fungsional dibidang
pangelola keuangan dan aset daerah.

4 Pengkoordinasian pengelola keuangan dan asel daerah

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset

daarah.

8 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimginan,
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Tarkait dengan lelaahan Rencana Tata Ruang dan Wiayah (RTRW)
serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musli Banyuasin dikaitkan dengan
ketepatan wakiu Penyampaian Laporan Keuangan di Kabupaten Musi
Banyuasin ada 14 Kecamalan dimana masing-masing kecamatan terdapal
Perangkal Daerah yang harus menyampaikan Laporan Keuangan sebagal
pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Peta
identifikasi Ketepatan Wakiu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkal
Daerah Terampir).
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PETA IDENTIFIKASI KETEPATAN LAPORAN KEUANGAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dari data Peta Identifikasi ketepatan waktu laporan keuangan pada Perangkat

Dserah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dielaskan berdasarkan Pada Peta

Ideniifikasi Ketetapan Laporan Keuangan diatas semua menunjukan wama hijau
yang berarti ketepatan Laporan Keuangan tepal dan lengakap yang terdir dan 36
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(tiga enam) Perangkat Daerah dan 15 (ima belas) Kecamatan yang tepat dan

lengkap, Adapun Perangkat Daerah dan Kecamatan lersebut Sebagal berikut

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
L ¥
18.
18,
20.

21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kecamatan Lais

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Inspektorat,

Kecamatan Lalan.

Dinas Perhubungan.

Dinas Sosial.

Kecamatan Sungai Lilin

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dinas Ketahanan Pangan.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak.
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Kecamatan Babat Supat

Kecamatan Batang Harl Leko

Kecamatan Jirak Jaya

Kecamatan Lawang Wetan.

Pejabal Pengelolaan Keuangan Daerah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daarah.
Badan Perancanaan Pembangunan Daarah.

T i T S R e

Farphahan Rencana Strabsgis (Aencira) Tahen 2097-1023 A
Badan Pengelals Keuangan dan fset Dasrah Kabupaten Musi Banyuasin




23,
24,
25.

26

27.
28,
28,
30.
a1,

Dinas Kesehatan,

Dinas Lingkungan Hidup,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi,
DPRD

Kecamatan Babat Toman,

Kecamatan Bayung Lencir.

Kecamatan Plakat Tinggl

32. Kecamatan Sekayu,

33

34.
35,

37.
38.
38.

41,
42,

43.

45,

Kecamatan Sungai Keruh.
Kepala Daerah dan Walil Kepala Daerah.
Rumah Sakit Umum Daarah Sekayu.

. Sekretariat Daeran.

Sekretanat DPRD,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perkebunan

. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Petermakan.

Dinas Perikanan.

Kecamlan Keluang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

. Kecamatan Sanga Desa.
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47, Kecamatan Tungkal Jaya,
48. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
49, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
50. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
51. Satuan Polisi Pamang Praja.
Data tersaebut diambil berdasarkan hasil penyampaian Laporan Keuangan Perangkal

Daeran Tahun Anggaran 2018 UN AUDITED pertanggal 13 Januar 2020.

L5 Penentuan Isu-lsu Strategis

isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhabkan atau g
kedepankan dalam Perencanaan Pembangunan, karena dampaknya yang
signifikan bagi dserah/masyarakat di masa datang, suatu kondisikejadian
yang menjadi isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimamfagtkan akan menghilangkan Peluang untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakal dalam jangka panjang, karekteristik suatu isu
strategis adalah kondisi atau hal yang bersipal penting, mendasar, berjangka
panjang, mendesak, bersifal kelembagaan/keorganisasian, dan meneantukan
tujuan di masa yang akan dating, untuk mempercleh rumusan isu-su Strategis
dl periukan analisis terhadap berbagai faklor dan informasi yang telah di
identifikasl untuk dipilih menjadi isu strategis Rencan Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musl Banyuasin
periode 2017-2022, inl mengacu kepada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin

tahun 2017-2022, dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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(BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang berperan sangat penting dalam mencapai Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah yang baik, Akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya
1ata kelola pamerintahan yang baik (Good Govermence).

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi di mana terlaksananya
Tata Kelola Pemenntahan yang bak dalam roda pamerintahan di Kabupaten
Musi Banyuasin , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan
memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan
perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, selama beberapa tahun
sebelumnya dan berbagai permasalahan dan potensi Pengembangan,
Pelayanan Badan Pengelols Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Musi Banyuasin o masa depan, serta menelash dokumen-dokumen
perencanaan antara lain Renstra kementrianfembaga, Rensira Provins:,
RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin dan KHLS sebagai berikut .
1, Penyajian/Penyusunan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)
2. Penyusunan APBD yang tepat wakiu dan berkualitas sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku

3. Pengelolaan aset daerah yang tertib Administrasi

4. Penatausahaan keuasngan yang tertib sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
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Dengan mengangkat ke 4 (empat) Isu Sirategis di atas, di harapkan
agar fterbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat
mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin, serta dapal menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Asel
Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah yang Baik, Bersih dan Akuntabel sehingga tercapai sebuah
Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin sefiap tahunnya,
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode
2017-2022 adalah "MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022" yailu
terwujudnya kondisi masyarakal yang sejahtera melalui terciptanya
pemerintshan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat,
peningkatan pembangunan Infrastruktur yang merata, peningkatan
kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang
optimal.

Dengan Misi yang ingin dicapa! yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Peringkatan
Kualitas Birokrasi Yang Bersin Dalam Memberikan Pelayanan Kepada
Masyarakal.

2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan
Penanggulangan Kemiskinan

4 Wenyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakal Demi terciptanya

sumber daya manusia yang berkualitas, unggu! dan kompetitif
5. Menciptakan generasi muda musi banyuasin yang rehgius, berprestasi

sarta anti narkoba.
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6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Green Growth
Governance)

7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang
disabilitas.

Dari 7 (tujuh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilin  Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022, misi yang berkaitan
secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yakni misi ke-1 (salu) yaitu

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui

Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Bersih Dalam Memberikan

Pelayanan Kepada Masyarakat" dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. T.C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Target Kined|a indikaior Rasman
Tujuan Saspan Imcilhmion |
TujuaniSasaran AT 018 iyl ] B 0 w33
11 | Mesnglatrs | 149 | Mesingkainye | 1901 | % 0OPD = - - 100 100% | T
st phirs hualeas Yarg
knedin g ann |
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Pada prinsipnya tujuan dan sasaran merupakan target atau hasil
yang diharapkan dari Visi Misi yang telah dicanangkan. Yang pada
akhimya tujuan dan sasaran tersebut akan melahirkan program dan
kegiatan yang membantu dalam mewujudkan terciptanya pengeiolaan
keuangan dan asel daerah yang andal dan dapat dipercaya menuju tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance).

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negern Nomer 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Momor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah harus merivisi Program dan
Kegiatan masing-masing, Untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten dan
sebagal pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka pada
periode 2021-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020 tersebut , Badan Pengelola Keuangan dan Aset
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Daerah (BPKAD) melaksanakan 1 (satu) Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dan 2 (dua) Program Penunjang Tugas dan

Fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yailu

1.1. Tujuan

1.1.1. Sasaran @

2.1.1. Sasaran

1.2, Tujuan i
1.1.1. Sasaran :

1.1.2. Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan

daerah.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah

Untuk menilai keberhasilan pancapaian sasaran ini

dapat diukur dengan indikator

1. % OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis
Kinarja (ABK)

2 % Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP

3. % Pencairan Dana On Skedul

: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset

daerah yang akuntabel

1. % Data Aset Yang Akurat

Terwujudnya aparatur yang berkualitas
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kinerja
Aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran
ini dapat diukur dengan indikator

1. % Pengelolaan Kepegawaian dalam kondisi

baik

: Terwujudnya Kelancaran Administrasi

Perkantoran
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Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran

inl dapat diukur dengan indikator :

1. % Pemenuhan Layanan Administrasi
Perkantoran

2 % Sarana dan Prasarana Aparalur dalam
kondisi baik

3. % Laporan capaian Kinerja dan Laporan
Keuangan yang dilakukan snagat tepat

Indikator sasaran diatas didukung oleh Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan dan Indikator sub kegiatan sebagai berikut -

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 Indikator % OPD yang menerapkan Anggaran

Berbasis Kinarja (ABK)

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
indikator - Tersusunnya Dokumen KUA- PPAS Induk

2 HKoordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
Indikator - Tersusunnya Dokumen KUA-FPAS

Perubahan

3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Indikator . Tersedianya RKA yang Valid dan sesuai

setelah di verifikasi
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4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD
Indikator  : Tersedianya RKA Perubahan yang Valid dan
sesual setelah di verifikasi
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Indikator . Tersedianya DPA yang Valid dan sesuai
setelah di verifikasi.
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD
Indikator . Tersedianya DPPA yang Valid dan sesual
setelah di venfikasi
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
Indikator © Tersusunnya Raperbup Pra, Pasca dan
Perbup tentang Penjabaran
APBD, Tersusunnya Raperda Pra Pasca dan
Perda tentang Penjabaran APBD
B. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Indikator . Tersusunnya Raperbup dan Perbup Tentang

Perubahan APBD  Kabupaten  Musi
Banyuasin. Tersusunnya Raperda dan Perda

Tentang Perubahan APBD Kabupaten Musi
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Banyuasin
8 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran
Indikator . Terbangunya Sistem Penganggaran
Berbasis Elektronik, Tersedianya Leaflet,
Tarsedianya Standing Benner, Tersedianya
Buku Profii APBD Induk dan Perubahan,
Tersedianya Buku Saku APBD Induk dan
Perubahan, Tersusunya Dokumen ASB,
Tersusunnya Dokumen Standar Biaya,
Tersusunnya Dokumen Standar Perjadin
- 2. Indikator % Pencairan Dana On Skedul
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Indikator : Penerbitan SP2D : Gaji, UP,GU. TU, LS,
Nihil, SKPP
2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
2 Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
indikator . Laporan Dokumen (DAK Fisik, DAK non

Fisik, DID, NTPN, Dana Kelurahan)
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan

yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran
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Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Indikator : Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur
Pelaksanaan APBD
3.  Indikator % Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah.

Indikator . Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Beban
Indikator Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi

Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran.
indikator - Laporan Realisasi APBD Kabupaten Musi

Banyuasin dan Tersusunnya Laporan

#
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Realisasi APBD Semester | Dan Prognosis 6
Bulan Berikutnya APBD Pemkab. MUBA.
4 Konsoclidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator . Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kab. Muba
5 HKoordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Indikator Tersusunnya Raperbub tentang Penjabaran
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
dan  Tersusunnya  Raperda  fentang
Pertanggungjawaban APBD
6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Indikator : Tersusunnya tanggapanirencana aksi OPD
terhadap temuan audit BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin

7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Indikator : Tersusunnya Laporan Penyelesaian Tuntutan

#

Porubahan Rencana Sirategis {Rensira) Tahen 20172012

Badan Pengelols Keuangan dan Aset Dasrah Kabupaten Mus! Banyuasin L




Kerugian Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin atas ASN bukan Bendahara,
8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Indikator . Tersusunnya Laporan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban APBD
9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah
Daerah
Indikalor : Tersusunnya Raperbup tentang Perubahan
Kebijakan Akuntansi.
10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator © Tersusunnya Raperbup tentang Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah/Kota
Indikator : Pembinaan PPK Perangkat Daerah yang
mengikuti sosialisasi.
12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
Kabupaten/Kota
Indikator  Terbinanya BLUD Kabupaten Musi
Banyuasin.

13, Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan
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Pemerintah Daerah

Indikator : Tersusunnya laporan Siatistk Keuangan
Pemerintah Daerah,
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan :
1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
Indikator  Pembayaran Kewajiban Bunga
Pinjaman Pemeriniah Kabupaten
Musi Banyuasin
2 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan
Indikator . Terlaksananya pengelolaan dan
penatausahaan Alokasi Dana
Desa (ADD), Dana Desa, Lelang
Lebak Lebung dan Pembiayaan
Daerah, Bantuan Keuangan Desa
ADD, Pengembalian Lelang
Lebak Lebung.
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
Indikator . Belanja Tidak Terduga

Kegiatan : Pengelolaan Data dan
implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup
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Keuangan Daerah.
Sub Kegiatan
1 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Indikator . Pemeliharaan Program Aplikasi,
Database Simda Keuangan
Perangkat Dasrah
2 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
Indikator - Pembinaan PPK Perangkat
Daerah dan Operator yang
mangikuti sosialisas|
. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1 Indikator % Data Aset Yang Akurat
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan .
1 Penyusunan Perencanaan HKebutuhan Barang Milik
Daerah.
Indikalor - Terlaksananya Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Kab. Muba

2  Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator - Terlaksananya Penyusunan Perbup

Penatausahaan BMD

#
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3 Penatausahaan Barang Milik Daerah
Indikator . Terlaksananya Penelapan  Status
BMD, Reklasifikasi Aset, Pengalihan
Status Penggunaan BMD -
Terlaksananya Pengembangan
Aplikasi BMD
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator . Terlaksananya Inventansasi Asat
Tanah Pemkab Muba -Terlaksananya
Inveriarisasi Aset Gedung/Bangunan
Pemkab Muba
5 Pengamanan Barang Milik Daerah
Indikator - Tedaksananya  Pengukuran  dan
Pansertifikat Tanah Pemda -
Teraksananya Penyimpanan BPKB
Kendaraan Pemda -Terlaksananya
Penarikan Kendaraan Dinas  dari
Mantan Pejabal/DPRD
5  Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Terlaksananya Penilaian untuk
pencataan BMD, Pemanfaatan BMD,
Pemindatanganan BMD dan Ganti
Rugi BMD
7 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik
Daerah

#
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Indikator . Terlaksananya Pengawasan  dan
Pengendalian atas Penggunaan dan
Pemanfaatan BMD
8 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah.
Indikator Terlaksananya Pemusnahan BMD -
Terlaksananya Pemanfaatan BMD -
Terlaksananya Penghapusan BMD -
Terlaksananya Hibah Barang Masuk
dan Keluar BMD - Terlaksanaya P3D
ke Pemprov Sumsel - Terlaksananya
Penjualan/Pelelangan Kendaraan
9  Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah.
indikator . Terlaksananya Penyusunan Keras
Kerja Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah, -Terlaksananya Penyusunan
Laporan Realisasi Rincian Belana
Modal
10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator Terlaksananya Penyusunan Laporan

BMD Tahunan Unaudited, Laporan
BMD Tahunan Audited, Laporan BMD

Penyusutan  Unaudited, Laporan
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Penyusutan BMD Audited, Laporan
BMD Semesteran, Laporan BMD
Penyusutan Semesteran
11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
Indikator . Terselenggaranya Bimtek Pejabal
Penatausahaan Barang, -Pengurus
Barang dan Operator Aplikas: BMD
. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daarah.
Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator + Tersusunnya Rancangan Kera dan
Panetapan Kinerja OPD
2  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator - Tersusunnya  Dokumen  Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja (LKJLP, LPPD, KLPJ)
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat
Daarah
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Indikator Tersedianya Gajl dan Tunjangan ASN

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Indikator Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Kegiatan - Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator . Terpanuhinya Perlindungan
Kendaraan Roda 4 (empat) Milik
BPKAD Kab. Muba
Kegiatan . Administrasi  Kepegawaian
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Indikator - Tersedianya Pakaian Dinas, Pakaian
Khusus Hari-han Tertentu beseria
Perlengkapannya.
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi
Indikator - Pengiriman Peseria Diklat Penglola
Keuangan, Penginman Peserta Diklat

PIM 1l dan PIM IV
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3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan.
Indikator . Terdidiknya ASN BPKAD Kab Muba
Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan :

1. Penyediaan HKomponen (nstalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Indikator . Tersedianya Komponen Intalasi listrik
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator . Tersedianya Peralatan dan
parengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator - Tersedianya Peralaian Kebersihan dan
Bahan Pembersih Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Tersedianya Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Tersediannya Barang Cetak &
Tersedianya Biaya Penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan.
Indikator . Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku
Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
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Indikator . Tersedianya biaya makan minum rapat
dan tamu.

8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD

Indikator . Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daarah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan -

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikataor - Tersedianva Kendaraan Dinas/
Operasional.
Kegiatan : Penyediaan Jasa  Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Indikator Tersedianya pembayaran rekening
Listrik.  Air, Telepon, dan TV
Kabel/internet
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Tersedianya |asa pandukung

Administrasi Parkantoran.

Kegiatan - Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan
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Daerah
Sub Kegiatan -
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Indikator . Tersedianya suku cadang, BEM dan
Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4
{Empat) Pajabat
= Z. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
. Indikator . Tersedianya suku cadang, BBM dan
Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4
(Empat) Operasional
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Indikator Tersedianya Biaya Rehabilitasi
Gedung Kantor
4  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
= indikator - Terpeliharanya Gedung Kantor
5  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Indikator . Terpelihara Biaya Peralatan dan Mesin

#
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BAB V

i STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

SEBELUM PERUBAHAN
Tabel. T-C.26
ujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
B VISI : MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022
MISI : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENINGKATAN

KUALITAS BIROKRAS! YANG BERSIH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

KEPADA MASYARAKAT,

Tujuan Sasaran Stratagi Arah kebijakan
Maningkalnya 1.1. | Meningkatnys 1.1.1. | Meningkatkan 1.1.1.1 | Peningkatan
akuntablltas kualitas kualitas laporan koordinasi
kinara kauangan pengelolaan kKeLuangan yang dengan OPD dan
daerah keuangan dihasilkan TAPD dalam

daerah sesuni rangka
katantuan penyusunan
LEPD yang
berpedoman pada
keteniuan yang
barlaku
1.1.2 | Meningkatkan 1.1.2.1 | Peningkatan
kialitas kualitas SDM bak
penatausahaan intemal BPEKAD
asal daerah atau ekstemal
yang akurat dan OPD dalam
valid pengelola
B keuangan daerah.
1.1.3. | Oplimalksasi 1.1.3.1 | Peningkatan
PEMYUSUNEN koordinas!
anggaran yang dengan OPD dan
tepat waktu TAPD dalam
sesyal rangka
ketentuan peTyuSunan
anggaran yang
berpedoman pada
ketentuan yang
B barlaku
1.2. | Meningkatnya 1.2.1 | Meningkatkan 1.21.1 | Meningkatnya
kualitas kualias palayanan
pelayanan pelayanan kepada
pubsik masyarakal
Terwujudnya 2.1. | Terwujudmya 21.1. | Metalui 2.1.1.1 | Melakukan
aparaiur yand peningkatan kelkutsertaan pengawasan
berkualitas wopnsilos daiam sncara berjanjang
kinerja pendidikan dan dan
aparatur pelatihan formal mengikulserakan
kegiatan dalam
kegiatan
pendidikan dan
pelatinan formal
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Terwujudnya

Tujuan, Sasaran, Strategl, dan Kebijakan

2.2.1. | Pemenuhan 2.2.1.1 | penvediaan
kelancaran kebutuhan sarana dan
adminisirasi sarana dan prasarana
kantor prasarana aparatur

Eantor
SETELAH PERUBAHAN
Tabel. T-C.26

VISI @ MENUJU MUBA MAJU BERJAY A 2022

MISI : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENINGKATAN

KUALITAS BIROKRASI YANG BERSIH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT.
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebljakan
1. | Meningkainya 1.1. [ Meningkatnya | 1.1.1. | Oplimalisasi 1.1.1.1 | Peningkatan
akuntablitas kualias penyusunan - koordinasi OPD
kinara keuangan pengeialaan anggaran yang dan TAPD dalam
daerah keuangan efisian dan rangka
daerah efexlif sasuai pENyUsSUnan
Keteniuan Anggaran yang
berpedaoman pada
keterduan yang
barlaku dan
peningkatan
kualtas SOM
1.1.2, | Meningkatkan 1.1.2.1 | Peningkatan
kualitas laporan koordinasi
kuangan yang dengan FD dalam
dihasillan rangka
sesuai pEMYUSUNan
ksteniuan Laporan
keuangan yang
berpedoman pada
ketaniuan yang
beriaku dan
peningkatan
kuatitas SDM
1.1.3. | Meningkatkan 1.1.3.1 | Peningkatan
kualitas koordinasi PD
penalausahaan dalam rangka
keuangan penatausahaan
daerah sesual keuangan daerah
ketentuan yang berpedomar
pada ketentuan
yang berlaku dan
prE R AR
kualitas SOM
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akuntabel i
—{ Terwujudnya 39, | Tenwujudnya | 214 1w.nw 79,91 | Melakukan \
keikutsertaan pengawasan

'_______——-'__-1

12 Meningkatnyd 1.24 Meningkatkan 1249 Peningkatan
kuaiitas kualitas kualitas
pengelolaan penﬂausnhaan pana’lﬂusm“n
aset daerah asel daeran asel daerah yand
yang yang akural akurat

aparalur yang peninglkatan
perkualitas Kapasilas dakam sprara berjenjand
kinera pendidikan dan dan
aparatur pelatihan formal meng!tumattakﬁn
ASMN dalam
kagialan
pendidikan dan
ghihan tormal
32, | Temwujudnyd =571, | Pemenunan 3511 | penyediaan
\ kelancaran kebutuhan sarana dan
administrast garana dan prasarana
kantor prRsarana aparatur
e wantor 'S 1

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperiuxkan strategl. Strateg) adalah
Iaﬂgkahm;kah perisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi

Kebijakan diambil sebagal arah dalam menentukan program kegiatan

barsifal ekstarnal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mandorong dan

mam‘iamutaal kegiatan masyarakat.

Musi Banyuasin sebagai berikut

Sasaran 1.1 . Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah
syateg 41! . pptimalisast penyusunan anggaran Yyand yang

i



Selain Indikator dan Program Utama diatas, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 2 (dua) sasaran Penunjang Urusan
Pemerintah yaitu Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur dan
Terwujudnya kelancaran administrasi kantor untuk mencapal sasaran di alas
dukung oleh 1 (satu) Program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator :
« % Pengelolaan Kepegawaian dalam Kondisi baik
+ % Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran
* % Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
« % Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilakukan

sangat tepat
Dari uraian Sasaran, Program dan indikator diatas dapat kita lihat

ditabel T-C .27 dibawah ini :

Barubaivan Rencana Strategis (Rensirs) Tabuwn 3017-2022
mmwmmmwmm—h ”»




































































































